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BUPATI LIJWU TIMUR

PROV1NSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 11 TA}IUN 2015

TENTANC

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, perlu menetapkar Peraturar Bupati tentang
Tata Ca.ra Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Uta-ra di Propinsi Sulawesi Selatan (l,emba-rar
Negara Republik lndonesia Tahun 2oO3 Nomor 27,
Tambahan kmbaian Negara Republik Indonesia Nomor
a27O).,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

3. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemba,ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tela} diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Talun 2015 (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lernba-ran
Negara Republik tndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Talun
2014 Tentang Desa (Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambalal Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20 14 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13

Tahun 2014 tentang Angga,rar Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 g





(Ifmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4
Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Anggaran pendapata! dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaral 2015
(Lembarar daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4
Nomor 68);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor i1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2015.

BAD I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima-hsud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dar dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pcmerintaian Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yartg menjadi kewenargan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatudr masyara-kat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasa-rkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan,/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalal penyelengga.raan urusan pemerintahan dan
kepentingar masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negal a
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahim Desa.

8. Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah AnggaJan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

9. Angga-ran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja oesa- 4,1-tl





10. Bendahara Desa adala_h perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahal<an,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam
rangka pelalsanaan APBDesa.

ll.DanaDesa adalai dana yang bersumber dafi angga-ran pendapatan
dan belanja nega-ra yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui aflggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembargunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyaial<at.

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupatcn,/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
D:rna Alokasi Khusus.

13. Angga,ran Pendapatar dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

1+. Rekening Kas Umum Daerah y,urg sel.rnjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening p€nyimpa,nan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaal daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank ya-rlg ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
penyimparar uang desa yartg ditentukan oleh Kepala Desa untuk
menampung seluruh penerimaan desa dan membaya.r seluruh
pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

iO. Sisa Lebih Perhitungan Angga,ran yang selanjutnya disingkat SiLI>A,
ad8-lah selisish lebih realisasi penerimaaa dan pengeluamn angga.ran
selama satu periode anggaran

17. Keputu$n Kepala Desa ada.lah keputusan Kepala Desa yang
berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur
dalam pelal<sanaan peraturan desa.

18. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.

19. Dinas adatah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

ADD dimaksudkarl untuk membiayai progretm pemerintah desa dalam
melaksalakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan
pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemaadirian desa dan
pa,rtisipasi masyarakat.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

(1) ADD berasal da-ri APBD bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangal pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Luwu Timur
dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10 o/o {sepuluh persen)

setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. @





(2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan
pelayanan dasar masyaralat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasa.l 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap Desa dalam
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yarg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasa.l 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten
Luwu Ttnur Tahun Angga,ran 2015 sebagaimana dimaksud dalan Pasat 4,
dihitung sebagai berikut :

a. dari tota.l besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 9oo/o (sembilan
puluh perseratus) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10olo
(sepuluh perse.ratus) dibagi secara proporsional;

b. 1070 (sepuluh p€rseratus) da-ri total besa-ran pagu ADD dad Pemerintah
Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara :

w = (O,2s * zrl + lo,ss ', z2l + lo,to * a\ + lo,3o * |
Keterangan:
W = ADD setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap tota.l penduduk Desa

kabupaten/kota yang bersangkutan
22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa te.hadap totaLl

penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan
ZB = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa

kabupaten/kota yang bersangku tan
24 = rasio tKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

yang bersangku tan

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelengga,rakan urusem
pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 5 mengacu pada indeks kesulitan Seografrs yang di tetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Kepala Desa bertanggungiatab sepenuhnya dal.un penggunaan dan
pengelolaan ADD.

(2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuargan desa yang tercantum dalam APBDesa.

(3) Seluruh kegiatan yarg pendanaannya dari ADD pada prinsipnva
direncanakan, dilaksanakan dal dievaluasi secara terbuka dengan
melibatkan berbagai unsur di desa.

{4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya daIi ADD dalam pelaksanaaanya
harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan
hukum.

(5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarai dan
terkendali fl





Pasal 8

Pengelolaal keualgan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undargan dalam masa I (satu) tahun anggaftm terhitung mulai 1 Januafi
sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasa] 9

(1) ADD dianggafkan dalam APBD Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
(2) ADD disalurkan ke rekening desa setelah ditetapkannya APBD

Kabupaten.

(3) Penyaluran ADD dari APBD Kabupaten ke rekening Pemerintah Desa
dilal<ukan setelah ditetapkarnya APB Desa oleh masing-masing desa.

(4) Penyaiuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilalukan dengan
cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Desa.

Pasal lO

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dad Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa

(2) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 tahap pada tahun angga-ran
be{alan.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dflakukan secara
bertahap pada tahun berialan dengar ketentuan :

a. Tailap I pada Triwulan I sebesar 2O7o (dua puluh perseratus);

b.Tahap II pada Triwulan II sebesar 30o/o (tiga puluh perseratus);

c. Tahap lll pada Triwulan ul sebesar 3O9'o (tiga puluh perseratus);dan

d. Tahap IV pada Triwulan IV sebesar 2O"t" (2O puluh perseratus).

Pasal 11

{1) Penyaluran ADD Tahap I da-ri Rekening kas daerah ke Rekening Kas
Desa dilakukan dengan syarat:

a. APB Desa telah ditetapkan;

b. Peraturar Kepa.ta Desa tentarg Penjabaran APB Desa telah
ditetapkan;

c. APB Desa telah dievaluasi oleh Bupati atau yang didelegasikan oleh
Bupati;

d. melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

e. melamptkan RPJM Desa;dan

L Rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.

(2) Penyaluran Dara Tahap Il dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas
Desa dilakukan dengan sya.rat:

a. teiah disalurka! ADD Tahap l;

b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun
sebelumnya;

c. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Pertanggungiawaba-n APB
Desa Tahun Anggaran sebelumnya;dan

d. Rekomendasi penyaluran da-ri Kepala Badar.

(3) Penyaluran Dana Tahap III dari Rckening kas dacrah ke Rekening Kas
Dcsa dilakukan den8an syarat: 43





a. telah disa.lurkan Tahap ADD II;
b. Laporar Senester I Realisasi Angga_ran Tahun berjalan;dan
c. Rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.

{a) lenyal,yarl D:rna Tahap IV dari Rekening kas daeral ke Rekening Kas
Desa dilakukan dengan syajat:
a. telah disalurkan Taiap III;
b. menyampaikan peraturan Desa Tentang Rencana Keda pemerintah

Desa Tahun Angga-ran berikutnya;
c. rekomendasi penyaluran dari Kepata Badan;dan
d. paling lambat untuk penyaluran tahap IV pada butal Nopember

tahun be{alan.
(5) Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepa.la

Badan kepada Bupati mela_lui Kepa.la Dinas berupa daJtar nominal
besaran ADD yang akan disa-lurkaa dar rekening setiap desa yang telah
memenuhi syarat untuk disalurkan.

(6) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Bada-n
selanjutnya akan memproses penyaluran ADD untuk desa dimaksud
sebagai persvaratan pencairan ADD oleh Pihak Bank.

Pasal 12

(1) Pelaksaaaan kegiatar yang pembia)'aarnya bersumber dafi ADD dalam
APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa y?rng
berpedoman pada ketentuan pengelolaan keualgal desa yang berla_ku.

(2J Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut ;

a. ADD yang beriur ah kurang dari Rp50O.OOO.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimai 60Yo (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp7OO.OOO.O00,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan malsimal 5070 (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.0O0,00 (tujuh ratus juta
rupial) sampai dengan Rp900.000.0oo,oo (sembilar ratus juta
rupiai) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumla-h lebih dari Rp900.000.00O,00 {sembilan ratus
juta rupiah) digunalar maksimal 3O7o (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha.rus mendapat pengesahan
oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari
p€nggunaan bukti dimaksud.

{3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasila! (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuar
p.ra-tutajl pirundang und'alrZatt.C4





Pasal i4
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengall pertanggungiawabar ApB
Desa, sehingga bentuk peftanggungiawabannya adalah pertanggung,awaban
APB Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundargz[r Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
f imur (tr1

..1

srEMlrL PARAF kO!, :.,.,{a), Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 ApriT 2Ol5

TELAH DIPTRiKSA
BUPATI LUWU TIMUR,

ARAF

SEKDA

AS,IEN }

I
kgP^L^ bAfrt( ANDI HATTA M
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Diundargkan di Malili
pada tanggal , 29 Aprl1 2015

SEKRETARIS DAE,RAH KAtsUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHzu SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11
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IAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 20 15
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR RINC1AN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No. Kecamata!1 Narua Desa Alolasl Darra
Desa

1 MANGKU'I'ANA MAI,EKU ,].59,7 62,OOO

2 MANGKUTANA WONOREJO 124,818,OOO
3 MANGKUTANA MARGOI,EMBO 437,090,000
I MANCKUTANA TEROMU 429,603,000
5 MANGKUTANA MANGGALA 128,627,OOO

6 MANGKUTANA KASINTUWU 449,47 l,OOO
7 MANGKUTANA BA],AI KEMBANG 433,S86,O00
8 MANCKUTANA PANCA KARSA 425,734,OOO

I MANGKUTANA SINDU A(]UNG 421,632,OOO
MANGKUI'ANA WONOREJO TIMUR 422,560,000

11 MANGKUTANA KORONCIA 41.9,423,O00
1,2 NU}TA NUHA 41 I ,817,000
13 NU}IA NIKKEL 432,558,O0O
14 NUHA MATANO 453,978,000
15 NUIIA SOROWAKO 157,276,OOO
i6 TOWUTI LOEHA 426,tA2,OOO

17 TOWUTI MAIIALONA .+50,759,000

18 TOWUTI TIMAMPU 433,291,000
19 TOWIITI WAWONDULA 428,81.1,000

TOWUTI LANGKAEA RAYA 426,831,000
21, TOWUTI TOKALIMBO 421,189,000
22 TOWUTI BARUGA 425,O45,000

TOWUTi PEKALOA 443,022,OOO

24 TOWUTI LIOKA 435,965,OO0

25 TOWUTI ASUI,I .+33, 138,O00

26 TOWUTI BANTILANG 426,99t,OOO

27 TOWUTI MASIKU 424,201 ,OOO

28 TOWUTI RANTE ANGIN .+23,880,000

29 TOWUTI MATOMPI + 13,637,000

30 TOWUTI TOLE 123,7 56,000
31 TOWUTI I,IRUKAN MANDIRI 415,748,000

32 TOWUTI KALOSI 121 ,926,000
33 TOWUTI BUANGIN 412,A7a,OOO

3.+ MALILI HARAPAN 480,633,O00

35 MALILI LASKAP 420,220,OOO

36 MAI,ILl MANURUNG 437,269,OO0

37 MAI,It,I WEWANG RIU 431,826,OO0

38 MALILI BARUGA 4t7,876,OOO E

10

23

I





No. KecamataD Nama Desa Alokasi Dara
Desa

3!l MAI,ILI LAKAWAI-I 467,292,OOO

MALILI ItsstI 41a,247,OOO

41 MAI,ILI TARABBI 17s,147,OOO

12 MALILI BALANl'ANG 429,566,000
.+3 IIIALiLI .+ 13,517,000
44 MA]-ILI P()NCiKlrRU 420,836,000
45 MAI,ILI PUNCAK INDAH 44 t ,162,OOO
16 MALILI PASIPASI 519,640,000
47 MALILI LAKAWAI,I PANTAI 465,258,O00
:t8 ANGKONA TAWAKUA 523,065,555
49 ANGKONA I'AMP]NNA 481,859,000
50 ANGKONA SOI-O 434,098,O00
51 ANGKONA TARIPA 465,63.+,OOO

52 ANGKONA MANTAI]ULU 442,536,000
53 ANGKONA RALIRF].IO 46I ,783,O00
54 ANGKONA MALIWOWO 447,202,OOO
JJ ANGIr.ONA LAMAETO .139,640,000

56 ANGKONA WNTANGPANUA 439,168,O00
57 ANGKONA WANASARI 451,736,OOO

58 WOTU LA]tTPENAI 480,828,O00
59 WOTU TARENGGE 427,106,000
60 WOTU MARAMtsA 42r,807,OOO
6i WOTU CENDANA HI.IAU 425,232,OOO
52 WOTU RAWALIPU 487,841,OOO
63 wo'tu KAI,AENA .+3O,0O.1,OOO

64 lMOTU LERA 444,445,OOO
6s WOTU KANAWATU 426,641,OOO
66 WOTU BAHARI 429,189,000
67 WOTU XARAMBUA 121,7 32,OOO

68 WOTU T'EPURO tsARAT 413,449,0O0
69 WOTU RALOBALO 435,OS2,000
70 WOTU RINJANI 127,753,OOO
71, WOTU TARENGGE TIMUR 425,400,000

WOTU MADANI 42 1,400,000
73 WOTU TABAROGE 429,498,000
74 BURAU BURAU 424,395,000
75 BURAU JALAJJA 467,995,OO0
76 BURAU LEWONU 421,196,OOO
77 BURAU I,AMBARESE 417 ,631,OOO
7a BURAU LAUWO 449,319,OO0
79 BURAU BONEPUTE .+37,520,000

8t) BU ItAU LUMBEWE +42,067,OOO
81 RIJRAU MARONTA 44.1,505,O00

BUIdA.U LARO 426,O32,OOO

83 BURAU BENTENG 451,565,000
84 BURAU BATU PUTIH 42 l,343,000
85 BURAU LANOSI .+30,876,000

86 BURAU I,AGEGO 445,094,O0O 9t

.+0

ATUE

I

I
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No. KecaEatao Nama Desa Alokasi Dala
Desa

87 I]URAU CENDANA .+40,56 1,000
u8 BURAU BURAU PANTAI 448,1 14,000
8g BURAU ASANA 425,230,OOO
90 BURAU KALATI RI 145,176,OOO

9l BURAU LAMBARA I]ARAPAN .+29,+90,O00
r)2 TOMONI tsAYoNDo 416,7 43,OOO

TOMONI MIJI,YASRI 440,236,000
9+ TOMONI LESTARI 430,501,000
95 TOMONI KAI-PATARU 425,465,O00
96 TOMONI .iADULA(O .+ 10,080,o00

BERINGiN JAYA 421,124,OOO97 TOMONI
98 TOMONI BANGUN .lAYA 427 ,227 ,OOO

99 TOMONI MANI)IRI 41q,664,OOO
409,625,O00100 TOMONI SUMBER ALAM

101 TOMONI UJUNG RARU 422,046,OOO
t02 TOMONI BANGUN KARYA 427,979,OOO
r03 TOMONI RANTE M.,\RIO +26,125,000

.TOMONI TIMUR KERIORAHARJO 422,|.70,OOO10.1

t05 TOMONI TIMUR CENDANA HITAM .+23,06 l,OOO

PURWOS RI 427,353,OOOTOMONI TIMUR
t07 TOMONI TIMUR PATTENGKO 447 ,72a,OOO

430,s38,00010u
.I'OMONI TIMUR

109 TOMONI TIMUR MAR(IoMULYO 437,536,O00
41,s,27a,OOO1lo TOMONI TIMUR AI,AM BUANA

111 TOMONI TIMUR CENDANA HITAM TIMUR 127,.].89,OOO

1t2 KALAENA KALAENA KIRI 122,O23,OOO
KA],AENA SUMBER AGUNG 424,Oa4,OOO113

114 KALAENA PERTASI KENCANA 419,082,000
.1.+0,990,000i l5 KALAENA NON BLOK
420,906,000116 KALAENA ARGOMULYO

SUMRER MAKMUR .+23,062,000117 KALAENA
424,620,OOO114 KALAENA MEKAR SARI

LEDU LEDU 461,298,OOO119 WASUPONDA
463,684,000t20 WASUPONDA

t2t WASUPONDA TABARANO 469,383,000
436,831 ,O00122 WASUPONDA WASUPONDA

PARUMPANAI 505,646,OOO123 WASUPONDA
439,269,OOO124 WASUPONDA

54,131,570,555Total
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